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 Tindak Pidana Korupsi Dalam Hokum Indonesia
Oleh Nadella Anggraeni, SH

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti tindakan merusak atau menghancurkan. Definisi korupsi menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis adalah tindakan melawan hukum untuk keuntungan pribadi. World Bank juga mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, yang menjadi standar internasional. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut juga menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Kerugian keuangan negara; (2) Suap- menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan Curang; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) Gratifikasi. Dalam sejarahnya, kasus korupsi di Indonesia sudah ada ratusan tahun lalu sejak zaman kolonialisme Belanda. Praktik korupsi seperti pungutan liar dan suap sudah mengakar dalam masyarakat. Korupsi ini merupakan warisan memalukan yang harus diberantas.
Undang-undang (UU) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah:
· UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi 
· UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
· UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
· UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
· UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
· UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya mengatur berbagai jenis tindak pidana korupsi, di antaranya: 
· Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara
· Suap-menyuap
· Pemerasan
· Penggelapan dalam jabatan
· Perbuatan curang
· Benturan kepentingan dalam pengadaan
Hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi
· Pasal 2 
1. Setiap orang yang melakukan tindakan ilegal untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara, dipidana penjara seumur hidup atau 4 sampai 20 tahun dan denda Rp 200.000.000,00 sampai Rp 1.000.000.000,00. 
2. Dalam kasus korupsi, pidana mati dapat dijatuhkan. 
· Pasal 3 
Setiap orang yang ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatan akan dipidana penjara seumur hidup atau penjara 1 hingga 20 tahun serta denda Rp 50.000.000,00 hingga Rp 1.000.000.000,00. 
· Pasal 5 
1. Dipidana dengan pidana penjara antara 1 tahun hingga 5 tahun dan atau denda Rp 50.000.000,00 hingga Rp 250.000.000,00 setiap orang yang: 
· Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri untuk mempengaruhi tindakan mereka. 
· memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian dipidana sesuai ayat (1). 
· Pasal 6 
1. Dipidana dengan pidana penjara antara 3 hingga 15 tahun dan denda antara Rp 150. 000. 000,00 sampai Rp 750. 000. 000,00 untuk setiap orang yang: 
· Memberi sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan. 
· Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk mempengaruhi nasihat terkait perkara di pengadilan. 
2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji, serta advokat yang menerima pemberian atau janji, dipidana dengan pidana yang sama. 
· Pasal 7 
1. Dipidana dengan pidana penjara 2 hingga 7 tahun atau denda Rp 100.000.000,00 hingga Rp 350.000.000,00. 
· Pemborong atau ahli bangunan yang curang dapat membahayakan keamanan orang, barang, atau negara. 
· Setiap orang yang mengawasi bahan bangunan membiarkan kecurangan. 
· Setiap orang yang menyerahkan barang ke Tentara atau Polisi dengan curang membahayakan negara. 
· Setiap orang yang mengawasi penyerahan barang untuk TNI dan Polri, sengaja membiarkan perbuatan curang.
2. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau barang untuk TNI atau Polri dan membiarkan perbuatan curang, dipidana sama. 
· Pasal 8 
Dipidana dengan pidana penjara antara 3 hingga 15 tahun dan denda antara Rp 150.000.000,00 sampai Rp 750.000.000,00, pegawai negeri atau yang menjalankan jabatan umum yang menggelapkan uang atau surat berharga secara sengaja. 
· Pasal 9 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250. 000. 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. 

· Pasal 10 
1. Dipidana dengan pidana penjara antara 2 hingga 7 tahun dan denda Rp 100.000.000,00 hingga Rp 350.000.000,00 bagi pegawai negeri atau orang lain yang menjalankan jabatan umum secara sengaja. 
· menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau 
· membiarkan orang lain menghapus, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat digunakan barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau 
· membantu menghilangkan atau merusak barang dan dokumen. 
· Pasal 11 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50. 000. 000,00 dan paling banyak Rp 250. 000. 000,00 bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga diberikan karena jabatan mereka. 
· Pasal 12 
1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4 sampai 20 tahun dan denda Rp 200. 000. 000,00 sampai Rp 1. 000. 000. 000,00. 
a. Pegawai negeri yang menerima hadiah untuk mempengaruhi tindakan dalam jabatannya melanggar kewajibannya. 
b. Pegawai negeri yang menerima hadiah akibat tindakan yang melawan kewajibannya. 
c. Hakim yang menerima hadiah untuk mempengaruhi putusan perkara diadili. 
d. Seseorang yang diangkat sebagai advokat untuk sidang pengadilan, menerima hadiah untuk mempengaruhi nasihat atau pendapatnya. 
e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 
f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta atau menerima pembayaran yang tidak seharusnya dianggap sebagai utang melakukan tindakan yang tidak benar. 
g. Pegawai negeri yang meminta atau menerima barang seolah-olah itu utang, padahal bukan. 
h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menggunakan tanah negara dengan hak pakai, merugikan orang berhak, dan bertentangan dengan peraturan. 
i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ikut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan. 
· Pasal 12 A 
1. Ketentuan tentang pidana penjara dan pidana denda tidak berlaku untuk korupsi di bawah Rp 5.000.000,00. 
2. Pelaku tindak pidana korupsi di bawah Rp 5.000.000,00 dipidana penjara maksimal 3 tahun dan denda Rp 50.000.000,00. 
· Pasal 12 B 
1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri dianggap suap terkait jabatannya. 
· Gratifikasi di atas Rp 10.000.000,00 harus dibuktikan bukan suap. 
· Nilai kurang dari Rp 10.000.000,00 dibuktikan sebagai suap. 
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hidup atau 4 hingga 20 tahun, serta denda Rp 200.000.000,00 hingga Rp 1.000.000.000,00. 
KUHP  
· Pasal 603 
Setiap orang yang melakukan tindakan merugikan keuangan negara, dipidana penjara seumur hidup atau 2-20 tahun. 
· Pasal 604 
Setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau 2-20 tahun, dan denda kategori II hingga VI. 
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